
4. Undang .. Urdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembontukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara F epublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
qepulJ:ik imionesia Nemer 4389); 

3. Undanq-Undanq Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan \Jegara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2003 Nomor 5. 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355·: · 

1. Undanq-Undanq Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbc ntukan 
Daerah-daerah Kabuoaten dalam Lingkungar, Propinsi Jawa Tonqah: 

2. Undang .. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan \Jegara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norr or 47 
T arnbahan Lernbarari Negara Republik Indonesia l\iomor 4286 · ' 

'' 

Mrngingat 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad 3 huru'f 
a, penu untuk melengkapi kembali Peraturan Bupati Rembang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium 
dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barar g/Jasa 
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008 yang 
ditetapkan denqan Peraturan Bupati. 

a. bahwa dengan adanya kebijakan Pernerintah menurunkan kernbali 
harga banan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium d2ri solar 
maka harga bahan bakar rninyak tersebut yang telah ditetapkar i, perlu 
disesuaikan lagi dalam suplemen: 

Menimbar:J 

BUPATI REMBANG, 

SUPLEMEN KEEMPAT PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 1007 
TENTANG STANDAROlSASI BIAVA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAVA 

PEMELIHARAAN Sl:RTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHft N 
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 

TENT ANG 

Pf:RATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR z,2. TAHUN 2008 

REMBAN'G BUPATI 

•• 



14. PP.raturnn Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 1 Tahun 2008 · entano 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten RE- mbang 
Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 14 Tahun 2008 entang 
Perubahan ,C\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kat upaten 
Remb,rn9 TF1ht1n Anmi~r.rn 2008: 

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nornor 11 Tahur 2007 
tentanp Penqetolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 81/PMK.02/2007 ·entang 
Standar Biaya Tahun Anggaran 2008: 

11. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 .entang 
Pedornan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 .entanq 
Perjalanan Oinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat t~egara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebaqaim=na telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.C 5/200B 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatar, Dalam Negeri 
bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri. dan Pegawai Tidak Tetz p; 

9. F eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 .entang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dala-n Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penge/olaan Keuangan Daerah 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengeisahan, 
Penqur.danqan dan Penyebarluasan Peraturan Pert ndang- 
undangan: 

1. Perat.iran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Ba rang Milik Negara/Oaerah (Lernbaran Negara Republik Im lonesia 
Tahun '2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republi~ 
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Pe raturan 
Pernerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penqetolaan 
Ba rang Milik Negara/Dae rah (Lembaran Negara Republik Inc lonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repuoli« 
Indonesia Nomor 4855); 

6. Peraturnn Pemeiintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer ntahan 
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomo, 4437); 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas L ndang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor C3 Tarnbahan 
Lembaran Neqars Republik Indonesia Nomor 4844); 



Standardisasi Biaya sebagaimana dirnaksud dalam Pa~1l 1, merupakan 
harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, sebagai pedoruan penyusunan 
dan pelaksanaar. anggaran berbasis kinerja Tahun 2008. 

Pasai 2 

.Suplemen r<cempat Standardisasi Biaya l{egiatan, Honorarium da 1 Biaya 
Pen 1ef iharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Ketutuhan 
Pemerintah <abupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana tercanturn 
dalam Larnpiran yang rr.erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KEf:MPAr 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG 
STANOARDISASI BIA YA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAVA 
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGAOAAN BARANCi/JASA 
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN :?008. 

MEMUTUSKAN: 

19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Su olernen 
Ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 · entang 
Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemel.haraan 
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Perrerintah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008. 

18. Pe~aturan Bupati Remhang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Su olernen 
Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 ientanq 
Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pernehharaan 
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Perr erintah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008; 

17. Peraturan Bupati Rem bang Nomor 16 Tahun 2008 tentanq Su·)lemen 
Peraturan 3uoati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 1.entang 
Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan 
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Perr erintah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008; 

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 7-007 ientanq 
Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan 
serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Perr erintah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008; 

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007 1 entanq 
Slandardisasi Bia ya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeli 1araan 
dan Standardisasi Harga Pengadaan 8aranctJasa Ket utuhan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008; 



SERITA DAERAH KABUP/\TEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 38 

hhMZAH FATONI 

Diundangkan di F1embarg 
pada tanggal \[,j \J~ 9& 'U(fl; 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

H. MOCH. SALIM 

Ditetapkan di Rembar .g 
Pada tanggal I~ 9t-~~!,i, ?f}tft 

8 U P A T I R E M 13 P. N G, a~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunc angan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Dalam hal terdapat perubahan dari yang tertuang dalam Standardisasi 
Biaya Tahun 2008 yang telah ditetapkan, hanya dapat dilakukan atas 
izin/persetujuan Bupati, yang perrnohonannya diajukan melalui 13agian 
Kekayaar. Daerah Setda Kabupaten Remhang. 

Pasal 3 



H. MOCH. SAUM 

BU~P1BANG, 

~-, . , __ ;z!:-7='---· 

~AHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI 
- - -- - - . 'f.. Bensin liter 5.500 5.000 

'f.Sotar liter - - . 5.500 4.80C 

I --·-- 

SEMULA I MENJADI I KETE RANGAN I 
(Rp) (Rp) I SATIJAN PERINCIAN KEGIATAN 

STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BA RANG / JASA 

I- 

PERINCIAN KEGIATAN SA TUAN SEMULA MENJAOI KETE ( Rp) ( Rp) 
= 

- - - .. - - - - - - 
·~YA PERJALANAN DINAS -· ---- - -- . - ,_ - - - - - ALAM NEGERI : - _ ,_ -- --- - - -- - -- -- ~ Satuan Biaya Uang Km. 
A.1 Menggur.3kan Kendaraan 

- - - - ·-- - - -- - - - - 
. 

C;nas/Pribadi : 
/\.1.1 Mobil krn 

Kendaraan jenis sedan/st. wagon/ - - - 
minibus/jeep/pick up/lain-lain : 
- Vol. silinder : SOO cc s/d J.600 cc 

BBM : Bensin 751 683 
- Vol. silinder : 1.601 cc s/d 1.800 cc 

BbM : Rensin 875 795 
- Vol. silinder : 1.801 cc s/d 2.500 cc 

BBM : '3ensin 1.001 910 
BBM: Solar 782 683 

- Vol. silinder : 2.501 cc s/d 3.000 cc 
BBM : Bensin 1.250 1.137 
BBM : Salm 978 854 . 

Kendaraan jenis bus/ambulance/ - - -- - mobil puskesling/mobil jenazah/ 
truck/arm roll/dump truck/tronton/ 
mobi! box / lain-lain : 
- Volume silinder: 2.700 cc 

Ke atas 
BBfvi: Solar 1.369 1.19~ 

A.1. 2 Scpcdm MOtl'll km 275 251 
- BBM: Bensin 

fi..1.3 Kapal laut lPK/jam 2.311 2.101 
- BBM : Bensin 

ST \NDARDISASI BIAVA KEGIATAN 

SUPLEMEN KEEMPAT PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 
TENTANG STANDARDISASI BIAVA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAVA 
PEMEUHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBAN'i TAHUN 2008 

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Re nbang 
Nomor 98 Tahu, 2008 
Tanggal I!::> Desembt!r 2008 


